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Abstract 
The development of the digital age quickly and technological progress 
information and communication changed the way interaction in the government and 
society with of elimination bulkhead bureaucratic organization and forming a network 
management system in a new phenomenon called E-government. E-government is a 
means of the organizers government based electronic. The purpose of this study was to 
anlyze the factors success supporting the implementation E-government as well as 
describe a picture of success implementation E-government in the regional financial 
and asset management agency (BPKAD) of tegal district. The collection of technique 
used data was observations, the interview, and technique inquiries based the 
questionnaire. Analysis technique used data was a quantitative analysis the descriptive 
using the scale likert’s and technique count the average weighted tool. The calculations 
with average weighted tool show that 55 factors succesful who asked the goal has got 
predicate good enough, with 37 factors in critical succes factor succesfull and 18 
factors succesfull the final because the value of the average (mean) after calculated 
show value less than the 4. So that pulled the conclusion that 67,27 % of the study 
factors succesfull implementation E-government is said to be succesfull and 32,73% 
factos said factors succesfull not the final need to the evaluation to the fore for the 
realization of Good Corporate Governance. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Informasi memberikan peranan penting bagi kehidupan manusia,  oleh karenanya 
setiap manusia membutuhkan informasi guna menunjang kehidupan sehari-harinya 
sehingga kebutuhan akan informasi tersebut  lambat  laun semakin meningkat.  
Informasi yang  berguna adalah informasi yang dapat dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan (Widianto & Aryanto, 2018). Di era digital saat ini dunia 
sedang menuju era masyarakat informasi dimana perkembangan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) yang sedemikian pesat telah mempengaruhi kehidupan manusia, 
terutama mengubah karakteristik hubungan dengan manusia, bisnis, bahkan dengan 
pemerintah sebagaimana disampaikan Walid (Napitupulu,2015). 
Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara 
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan hal ini membawa pengembangan 
fenomena baru yang disebut dengan E- Government. Penyelenggaraan E-Government di 
Indonesia telah dimulai saat sebelum adanya inpres No.3 Tahun 2003, sejalan dengan 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah menyadari 
akan manfaat penyelenggaraan E-Government yang mendukung penyelenggaraan good 
governance. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah harus segera 
melaksanakan proses transformasi menuju E-Government.   Media pendukung 
pemerintahan sehingga tercapai birokrasi yang efektif dan efisien tersedia dalam 
Website dan Webmail sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pada Website 
secara online. Website tersebut memuat informasi umum seperti struktur organisasi, visi 
dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebagaianya. 
Khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Tegal. Tentu dengan demikian perlu adanya faktor pendukung utama yaitu perlu adanya 
tenaga ahli yang kompeten sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 
kompeten di bidang tersebut sebagai penggerak dalam menunjang dan mengoptimalkan 
terselenggaranya E-Government yang baik dan sukses.  
Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia di 
bidang IT masih terhitung kurang, dan dilihat dari hasil observasi yang menunjukan 
bahwa hanya terdapat 1 (satu) operator bidang IT sebagai pengendali opesional sistem 
E-Government yang ada, oleh karena itu dalam penelitian ini akan dipaparkan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan khususnya dalam penerapan E-Government 
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. Faktor-
faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan disebut dengan CSF (Critical 
Success Factors) menurut Henny (Napitupulu,2015). Berdasarkan permasalahan di atas 
maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji faktor-faktor sukses yang mempengaruhi 
keberhasilan dalam penerapan atau implementasi  E-Government pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. 
Critical Success Factors (CSFs) atau faktor-faktor penentu keberhasilan 
merupakan faktor yang mutlak ada dalam organisasi untuk mendukung pencapaian 
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tujuan organisasi (Napitupulu, 2015). Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan 
(critical success factors) dalam implementasi E-Government mutlak diperlukan untuk 
memfokuskan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan tersebut 
sehingga sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam 
mendukung pencapaian kinerja di kabupaten Tegal.  
Perkembangan sumber daya manusia di bidang IT di kabupaten Tegal masih 
terhitung kurang, dan hanya terdapat 1 (satu) operator bidang IT sebagai pengendali 
opesional sistem E-Government yang ada, oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan khususnya dalam 
penerapan E-Government pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Tegal.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Akuntansi Pemerintahan merupakan penerapan akuntansi khusus untuk 
perusahaan yang dikelola oleh pemerintah.  Dalam sistem informasinya, akuntansi 
pemerintahan dapat mengunkan E Government pemerintah digital, online pemerintah 
atau pemerintah transformasi. E-Government digunakan sebagai upaya untuk 
mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. 
Struktur dan Kebijakan Anggaran di Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri 
dari 3 (tiga) komponen yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen-
komponen anggaran tersebut direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
hampir setahun sebelum pelaksanaannya, oleh karenanya anggaran pemerintah dibatasi 
dalam satu tahun anggaran , maka ketidakpastian selama satu tahun berjalan perlu 
diatisipasi melalui penyesuaian-penyesuaian fiskal selama tahun berjalan (Forrester & 
Mullins, 1992, dalam Abdullah, 2015) 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengungkapkan 
bahwasannya peningkatan kinerja penyelanggara pemerintahan dapat diaplikasikan 
melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakter 
dan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan  Undang-undang 
Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa 
negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak 
dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayan publik yang merupakan amanat UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya Pemerintah selaku regulator 
melalui Kementrian Dalam Negeri berkewajiban untuk memastikan dan memantau 
inovasi yang dilakukan atau dikerjakan pemerintah daerah 
Penelitian    yang    dilakukan    misalnya    Chourabi    et   al.   (2012) dalam 
suhendra (2017)  meyakini   efektivitas   kota   “pintar”   sebagai  strategi  untuk  
mengurangi  masalah  yang  dihasilkan  oleh  kaum  urban  akibat  pertumbuhan   
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penduduk  yang  cepat.   Sesuai dengan penelitian Lee (dalam Wicaksono, 2013:6), E-
Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah 
yang masih bersifat tradisional, istilah E-Government berasal dari bahasa asing yang 
merupakan penyingkatan dari electronic government. Tujuan dari pelaksanaan E-
Government adalah penyampaian layanan-layan pemerintah kepada masyarakat dengan 
cara yang lebih efektif, dengan demikian, dalam pelaksanaannya E-Government 
membutuhkan critical mass dan e-businesses untuk menghasilkan dampak 
berkelanjutan melebihi transparansi dan efisien internal pemerintah  
Implementasi E-Government yang tepat akan memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat disuatu negara secara signifikan. Manfaat-manfaat tersebut menurut Indrajit 
(dalam Wicaksono, 2013:7) diantaranya adalah : 
a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat 
terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisien diberbagai bidang kehidupan 
bernegara. 
b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 
dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.  
c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang 
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-
hari. 
d) Dengan penerapan E-Government memberikan peluang bagi pemerintah untuk 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-
pihak yang berkepentingan. 
e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat 
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 
perubahan global dan trend yang ada. 
f) Memberdayakan masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah 
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. 
 
Tipe relasi E-Government menurut Eko (2002) bahwa pelaksanaan E-
Government dalam memberikan layanan dapat berupa layanan antar lembaga 
pemerintah yang disebut Government to Government (G2G), layanan antara lembaga 
pemerintah dengan masyarakat yang disebut Government to Citizen (G2C), layanan 
lembaga pemerintah dengan bisnis yang disebut Government to Business (G2B), dan 
layanan lembaga pemerintah dengan karyawan yang disebut Government to Employees 
(G2E). Pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan, 
yaitu : 
a) Tingkat 1 – Persiapan, meliputi : 
1. Persiapan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap 
lembaga. 
2. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. 
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b) Tingkat 2 – Pematangan, meliputi : 
1. Pembuatan situs web informasi publik interaktif. 
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. 
c) Tingkat 3 – Pemantapan, meliputi : 
1. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. 
2. Pembuatan interopabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 
d) Tingkat 4 – Pemanfaatan, meliputi : Pembuatan aplikasi untuk pelayanan 
bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), 
Government to Citizen (G2C), dan Government to mployees (G2E). 
Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Government, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian 
tujuan strategis E-Governmet perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan 
erat yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau 
masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat 
mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat, memanfaatkan teknologi 
informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan 
industri telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas sumber 
daya manusia baik pemerintah maupun masyarakat, dan melaksanakan pengembangan 
secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur dalam pengembangan E-
Government. 
Dengan adanya faktor sukses yaitu suatu faktor penting dimana prestasi yang 
memuaskan diperlukan untuk suatu organisasi agar dapat mencapai tujuannya. Suatu 
faktor sukses dapat bermacam-macam bentuknya, disesuaikan dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Keseluruhan faktor sukses tersebut menjadi variabel dalam penelitian ini untuk 
menentukan fokus penelitian bagi peneliti dalam mengumpulkan data khususnya terkait 
faktor sukses implementasi E-Government, faktor sukses implmentasi E-Government 
yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya 
(Napitupulu,2015). 
 
Critical Success Factors 
Critical success factors (CSF) adalah satu area yang mengidentifikasikan 
kesuksesan kinerja unit organisasi. Area CSF ini menggambarkan prefensi manajerial 
dengan memperhatikan variable-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi 
waktu tertentu. Suatu CSF dapat digunakan sebagai indikator kinerja atau masukan 
dalam menetapkan indikator kinerja. Menemukan Critical success factors bisa jadi 
menentukan keberlangsungan suatu organisasi. Jika suatu organisasi tidak benar-benar 
mengerti akan CSF nya, maka akan sulit untuk melakukan pengukuran kinerja. 
Pengukuran kinerja, monitoring dan pelaporan akan menjadi prospek acak yang 
menghasilkan informasi yang tidak bermanfaat bagi pencapaian tujuan strategis 
organisasi. Disamping relevansi dengan tujuan strategis, pengukuran kinerja yang tidak 
didasarkan pada Critical success factors hanya akan memboroskan biaya perusahaan 
(Asihing et.al, 2014). 
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3. METODOLOGI 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 
aparatur instansi BPKAD Kabupaten Tegal. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
purposive sampling yaitu metode penetapan sampel dengan didasarkan pada kriteria-
kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sampel yang di ambil dalam 
penelitian ini adalah Aparatur instansi BPKAD Kabupaten Tegal berstatus PNS 
pengguna E-Government secara langsung, golongan 3 (tiga) dan berpendidikan terakhir 
minimal S1. Dengan jumlah sampel 22 responden. Metode analisis data menggunakan 
statistik deskriptif kuantitatif. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pertanyaan yang disajikan dalam 
kuesioner berupa pertanyan terstruktur dengan menggunakan skala likert’s. Adapun 
untuk mengukur indikator dalam penelitian ini digunakan rumus perhitungan rata-rata 
hitung tertimbang dengan acuan pada Critical Success Factors (CSF) yang berarti 
apabila hasil perhitungan rata-rata tertimbang tiap faktor memiliki nilai lebih besar atau 
sama dengan 4 (empat)  maka faktor tersebut dapat digolongkan menjadi faktor sukses 
final. Berikut merupakan rumus Rata-Rata Hitung Tertimbang : 
 
Xw =  W1.X1 + W2.X2+ W3.X3 +... + Wn.Xn 
                     W1 + W2 + W3 +...+ Wn 
 
Dapat di sederhanakan menjadi 
Xw = ∑ (Xi.Wi) 
             ∑Wi 
 
Dimana: 
Xw : Rata – rata hitung tertimbang 
∑ : Simbol dari operasi penjumlahan 
Xi : Data / pengamatan ke-I (seberapa banyak responden yang memilih). 
n : Jumlah total data atau pengamatan dari populasi / sampel 
Wi : Timbangan untuk data / pengamatan yang ke-I (bobot nilai atau scoring). 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
E-Government yang ada di BPKAD Kabuaten Tegal 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal 
merupakan SKPD yang menyadari akan manfaat penyelenggaraan E-Government  yang 
mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau good governance 
sehingga dalam kegiatan oprasionalnya tidak lepas dari penggunaan input data secara 
sistematis komputerisasi (E-Government). Adapun bentuk E-Government berupa sistem 
informasi manajemen (SIM) yang digunakan yaitu : 
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1. SIMDA KEUANGAN (Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan) 
2. SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) 
3. SI BTL (Sistem Informasi Belanja Tidak Langsung) 
4. SOS (SP2D Online System) 
5. E-Monev (Electronic Monitoring and Evaluation) 
6. Web BPKAD 
7. NAS-QNAP (Network Attached Storage-QNAP) 
 
Analisis Deskriptif Data Responden BPKAD Kabupaten Tegal  
1.  Jenis kelamin 
 
Tabel 1 
Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki-laki 14 63,64% 
2. Perempuan 8 36,36% 
Total 22 100% 
Sumber : Data Primer BPKAD Kabupaten Tegal 2019 (diolah) 
 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah 
aparatur instansi yang menggunakan atau mengelola website untuk mendukung 
pengimplementasian E-Government  dengan jumlah perbandingan 14 orang 
dengan persentase 63,64% yang berjenis kelamin laki-laki dan 8 (delapan) orang 
dengan persentase 36,36% yang berjenis kelamin perempuan. 
 
 
2. Usia 
Tabel 2 
Tabel Identitas Responden Berdasarkan Usia 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah 
aparatur instansi yang menggunakan atau mengelola website untuk mendukung 
pengimplementasian E-Government  yang terdiri dari beberapa rentang usia yaitu 
rentang usia < 30 tahun berjumlah 0 (nol) orang dengan persentase 0% , rentang 
usia 30 s/d 44 tahun berjumlah 17 orang dengan persentase 72,27% , dan rentang 
usia > 44 tahun dengan persentase 22,73%. 
 
No Usia Jumlah Persentase 
1. < 30 tahun 0 0% 
2. 30 s/d 44 tahun 17 77,27% 
3. > 44 tahun 5 22,73% 
 Total 22 100% 
Sumber : Data Primer BPKAD Kabupaten Tegal 2019 (diolah) 
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3. Pendidikan Terakhir 
Tabel 3 
Tabel Rekapitulasi Data Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
1. S1 12 54,55% 
2. S2 10 45,45% 
Total 22 100% 
Sumber : Data Primer BPKAD Kabupaten Tegal 2019 (diolah) 
 
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah 
aparatur instansi yang menggunakan atau mengelola website untuk mendukung 
pengimplementasian E-Government  yang berpendidikan minimal S1 dengan 
jumlah responden yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 12 orang dengan 
persentase 54,55% dan responden yang berpendidikan terakhir S2 berjumlah 10 
orang dengan persentase 45,45%. 
 
Pembahasan E-Government Menggunakan Perhitungan Rata-Rata Tertimbang 
Keseluruhan faktor sukses tersebut akan dicocokkan dengan kondisi penerapan 
E-Government  pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dimensi 
yang digunakan sebagai tolak ukur dalam membuat kuesioner untuk memeroleh data 
sebanyak 55 faktor  (Napitupulu, 2015) yang dapat ditunjukan pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4 
Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden dengan Skor Rata-Rata (Mean) Faktor 
Sukses Implementasi E-Government 
No Pertanyaan SS S KS TS STS 
Rata" 
tertimbang 
1 Melibatkan pengguna dan stakeholder 19 3 0 0 0 4.86 
2 Perencanaan yang baik  2 19 1 0 0 4.05 
3 Menggunakan portal/aplikasi  2 19 1 0 0 4.05 
4 Pelatihan  1 21 0 0 0 4.05 
5 Usabilitas sistem yang baik  1 21 0 0 0 4.05 
6 Kampanye mengenai kegunaan dan kelebihan 
sistem  
1 21 0 0 0 4.05 
7 Membuat prototipe 1 21 0 0 0 4.05 
8 Skill dan kepakaran anggota tim yang baik  4 15 3 0 0 4.05 
9 Kepemimpinan yang kuat  1 20 1 0 0 4.00 
10 Koordinasi yang baik diantara orang-orang 
yang terlibat di dalam proyek  
1 20 1 0 0 4.00 
11 Mempertimbangkan best practice yang sudah 
ada  
7 12 3 0 0 4.18 
12 Pembiayaan yang cukup  12 10 0 0 0 4.55 
13 Membuat bisnis proses yang lebih baik  7 15 0 0 0 4.32 
14 Adanya kebijakan pemerintah yang 11 1 10 0 0 4.05 
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No Pertanyaan SS S KS TS STS 
Rata" 
tertimbang 
mendukung  
15 Dukungan dan stabilitas politik  1 0 11 10 0 2.64 
16 Strategi outsourcing yang baik  1 9 0 12 0 2.95 
17 Ketersediaan dukungan infrastruktur/layanan 
ICT  
7 15 0 0 0 4.32 
18 Komputer/Internet literacy dari 
pengguna/masyarakat  
13 8 1 0 0 4.55 
19 Struktur organisasi yang jelas dan baik  1 15 1 5 0 3.55 
20 Dukungan internasional  1 8 11 2 0 3.36 
21 Terjaminnya keamanan sistem  1 20 0 1 0 3.95 
22 Adanya kerangka hukum  2 20 0 0 0 4.09 
23 Adanya monitoring dan evaluasi  5 17 0 0 0 4.23 
24 Kerjasama yang baik dengan institusi lain  5 17 0 0 0 4.23 
25 Manajemen perubahan yang tepat  1 7 14 0 0 3.41 
26 Lingkungan sosial budaya yang mendukung 1 7 14 0 0 3.41 
27 Pemodelan sistem yang baik  3 19 0 0 0 4.14 
28 Menyesuaikan dengan birokrasi yang ada  1 21 0 0 0 4.05 
29 Orientasi pada masyarakat  1 21 0 0 0 4.05 
30 Dukungan manajemen tingkat atas  1 19 2 0 0 3.95 
31 Mendukung interoperabilitas  1 2 19 0 0 3.18 
32 Manajemen proyek yang baik  1 5 16 0 0 3.32 
33 Kualitas informasi yang baik di dalam sistem  4 18 0 0 0 4.18 
34 Kualitas sistem yang baik  19 3 0 0 0 4.86 
35 Kualitas layanan yang baik  3 19 0 0 0 4.14 
36 Adanya kepercayaan terhadap sistem dan 
government 
1 18 3 0 0 3.91 
37 Adanya kesadaran dari pemerintah dan 
masyarakat  
1 4 17 0 0 3.27 
Sumber data : Data Primer BPKAD Kabupaten Tegal 2019 (diolah) 
 
Berdasarkan Tabel 4 Rekapitulasi Jawaban Responden dengan scoring rata-rata 
hitung tertimbang faktor sukses implementasi E-Government  dapat diketahui bahwa 
dari 55 faktor sukses yang menjadi indikator faktor sukses implementasi E-Government  
terdapat 37 faktor sukses yang memenuhi Critical Success Factors (CSF), menurut 
Dabaghkashani, dkk. (Dalam Napitupulu, 2015;233) suatu faktor dapat digolongkan 
menjadi faktor sukses (CSF) dalam implementasi E-Government jika nilai rata-rata 
(Mean) lebih besar atau sama dengan 4, sehingga faktor-faktor tersebut dikatakan 
masuk faktor sukses final dan 18 faktor sukses yang tidak memenuhi Critical Success 
Factors (CSF) dengan nilai rata-rata (mean) yaitu kurang dari 4 sehingga faktor-faktor 
tersebut dikatakan tidak memenuhi kriteria dan harus dikeluarkan dari faktor sukses 
final. 
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Tabel 5 
Rekapitulasi Jawaban Responden dengan Skor Rata-Rata (Mean) Faktor 
Ketidaksuksesan Implementasi E-Government . 
No Pertanyaan SS S KS TS STS Rata" 
tertimbang 
1 Dukungan dan stabilitas politik  1 0 11 10 0 2.64 
2 Strategi outsourcing yang baik  1 9 0 12 0 2.95 
3 Struktur organisasi yang jelas dan baik  1 15 1 5 0 3.55 
4 Dukungan internasional  1 8 11 2 0 3.36 
5 Terjaminnya keamanan sistem  1 20 0 1 0 3.95 
6 Manajemen perubahan yang tepat  1 7 14 0 0 3.41 
7 Lingkungan sosial budaya yang mendukung 1 7 14 0 0 3.41 
8 Dukungan manajemen tingkat atas  1 19 2 0 0 3.95 
9 Mendukung interoperabilitas  1 2 19 0 0 3.18 
10 Manajemen proyek yang baik  1 5 16 0 0 3.32 
11 Adanya kepercayaan terhadap sistem dan 
government 
1 18 3 0 0 3.91 
12 Adanya kesadaran dari pemerintah dan 
masyarakat  
1 4 17 0 0 3.27 
13 Adanya produk komersial seperti iklan dan 
banner 
1 3 14 1 3 2.91 
14 Kemauan berubah berdasarkan perubahan 
paradigma  
2 15 4 1 0 3.82 
15 Adanya penghargaan dan pengakuan  2 2 15 3 0 3.14 
16 Tingginya minat masyarakat  1 7 3 11 0 2.91 
17 Peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD)  2 16 3 1 0 3.86 
18 Adanya partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan/keputusan publik  
1 7 14 0 0 3.41 
Sumber data : Data Primer BPKAD Kabupaten Tegal 2019 (diolah) 
 
Tabel 5 di atas merupakan 18 faktor sukses yang tidak memenuhi Critical 
Success Factors (CSF) dengan nilai rata-rata (mean) yaitu kurang dari empat, sehingga 
faktor-faktor tersebut dikatakan tidak memenuhi kriteria dan harus dikeluarkan dari 
faktor sukses final.  
Dengan hasil persentase 67,27% kajian faktor sukses implementasi E-
Government  ini dikatakan sukses dan dengan persentase 32,73% yang perlu adanya 
evaluasi kedepan agar dapat terwujudnya kesuksesan dalam kajian faktor sukses 
implementasi E-Government  pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Tegal sesuai target 55 faktor sukses implementasi E-Government  
yang akurat, terpercaya, transparan, terkontrol dan akuntabilitas dalam rangka 
terwujudnya Good Corporate Governance, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
faktor-faktor tersebut telah turut mendukung terwujudnya keberhasilan E-Government 
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal yang 
menerapkan tipe-tipe relasi sesuai manfaat dari Implementasi E-Government yang tepat 
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dalam memperbaiki kualitas pelayaanan secara tidak langsung terhadap kehidupan 
masyarakat disuatu pemerintahan negara secara signifikan 
 
5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
Simpulan  
Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Keseluruhan dari 
55 faktor tersebut sudah mendorong terwujudnya implementasi E-Government pada 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal sebagai E-
Government terkait yang ada pada instansi dengan menggunakan 7 (tujuh) SIM (Sistem 
Informasi Manajemen) dalam memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada 
masyarakat yang secara transparan, terkontrol, dan akuntabilitas dalam memberikan 
informasi penting terkait yang tepat dan akurat dengan memanfaatkan kemajuan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  
Dalam hal ini faktor sukses implementasi E-Government yang diharapkan 
sebanyak 55 faktor dapat mendukung secara maksimal, jadi terhadap 37 faktor sukses 
(CSF) final yang dapat diakomodasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Tegal agar implementasi E-Government terhindar dari kegagalan 
dan disesuaikan dengan pendefinisian CSF dalam proyek E-Government yang 
disesuaikan pula dengan lampiran Impress No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 
 
Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan 
praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoritis 
a) Pemilihan faktor-faktor sukses yang digunakan dalam penelitian ini  
dicocokkan dengan kondisi penerapan E-Government  pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan level (degree) 
yang sama, dapat diartikan tidak ada yang condong lebih penting ataupun 
kurang penting, namun semua faktor tersebut adalah setara satu sama lain. 
b) Dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam adalah 55 faktor sukses 
sebagai indikator dengan metode perhitungan rata-rata hitung tertimbang 
sebagai salah satu alternatif perhitungan tingkat kesuksesan E-Government 
yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
c) Walaupun dalam penelitian ini kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di 
bidang IT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Tegal masih terhitung kurang namun berdasarkan hasil penelitian dapat 
dikatakan faktor sukses implementasi E-Government  ini sukses. 
2. Implikasi Praktis 
Penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur dari keberhasilan implementasi 
E-Government yang ada, serta sebagai bentuk evaluasi kedepan bagi instansi dalam 
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meningkatkan oprasional pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat 
sebagai salah satu SKPD Kabupaten Tegal guna terwujudnya Good Corporate 
Governance. 
 
Saran  
Saran bagi penelitian selanjutnya dalah memperluas obyek penelitian karena 
penelitian ini hanya terfokus pada 1 (satu) instansi pemerintahan saja, sehingga peneliti 
menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilalukan penelitian serupa di berbagai 
dinas SKPD Kabupaten Tegal yang lain untuk hasil output yang lebih berkembang 
informasi yang didapat pun lebih luas cakupannya. 
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